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TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
[bookmark: _Toc135076184]Penelitian Sebelumnya
Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis tetapi di lokasi/ tempat lain yaitu :
Tabel 2.1
Data Penelitian Sebelumnya 

	No
	Judul Penelitian
	Persamaan Dengan Penelitian
	Perbedaan Dengan Penelitian

	1
	“Kualitas Pelayanan Air Bersih Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Cirebon”. Rosa. Universitas Swadaya Gunung Jati (2020). 

	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif

2. Lokasi penelitian di Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon
	1. Menggunakan Teori Kualitas Pelayanan dari Zeithaml ct al (1990) dalam buku Hardinsyah (2018;63)

	2
	“Kualitas Pelayanan Penyediaan Air Bersih Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar”. Nurul Amira. Universitas Negeri Makasar. (2019).

	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif
	1. Menggunakan teori Kualitas Pelayanan dari Lenvine 1990

2. Lokasi penelitian di Kota Makassar

	3
	“ Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Bekasi”. Revi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.2018.
	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif








	1. Menggunakan Teori Pelayanan Publik dari Fitzimmons dan Fitzsimmons dalam sinambela (2008:7-8)

2. Lokasi Penelitian di Kabupaten Bekasi

	4
	“Pelayanan Air Minum Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan PDAM Di Kabupaten Sumenep”. Edo. Universitas Wiraraja.2019.

	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif
	1. Menggunakan Teori Kualitas Pelayanan dari Zeithaml 

2. Lokasi Penelitian di Kabupaten Sumenep

	5
	“Kualitas Pelayanan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri Di Kota Tembilahan” .Sudarmanto. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.

	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif
	1. Menggunakan teori Kualitas Pelayanan dari Zeithaml Pasuruman dalam Hardianyah (2011)

2. Lokasi Penelitan di Kota Tembilahan

	6
	”Pelaksanaan Pelayanan Prima Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo”.Fena. Universitas Negeri Yogyakarta.2017.
	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif


2.Variabel pelayanan prima
	1. Menggunakan teori pelayanan publik Kepmenpan

2.Lokasi penelitian di yogyakarta


Berdasarkan tabel di atas, kelebihan penelitian yang penulis lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu : 
1. Penelitian penulis secara empiris berbeda lokasinya yaitu di Kota Cirebon
2. Penelitian terdahulu tentang pelayanan prima sudah banyak dilakukan tetapi sepanjang pengetahuan penulis belum ada penelitian tentang pelayanan prima air bersih menggunakan teori pelayanan prima dari  Barata, 2003; 31 
Berdasarkan uraian diatas, penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan peneliti – peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik dan yuridis. 
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[bookmark: _Toc135076186]Administrasi Publik
Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan luas. administrasi berasal dari kata administratie dalam bahasa belanda, administrasi secara sempit menurut Soewarno Handayaningrat (1980:2) dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen yaitu “catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”.
Sedangkan pengertian administrasi secara luas menurut Leonard D. white yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat (1980:2) dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen adalah “administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok,  Negara atau swasta, sipil atau  militer, usaha yang besar atau kecil, dan sebagainya”. Administrasi dalam perkembangannya melahirkan beberapa cabang yang merupakan spesialisasi dari administrasi. Salah satu cabang atau spesialisasi itu adalah administrasi publik (public administration). Secara sederhana administrasi publik adalah administrasi yang obyeknya publik.
Pengertian Administrasi publik menurut John M. Pfiffner & Rovert V. Presthus (1960:4) dalam buku kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Administrasi Publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. 
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Pelayanan adalah suatu bentuk kegiataan pelayanan yang dilaksanakan oleh intansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku (KEPMENPAN 81/93).
Pelayanan Prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasaannya agar mereka selalu loyal kepada organisasi/perusahaan. Jadi keberhasilan pelayanan prima tergantung pada penyelarasan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan (Barata,2003 ; 27)
Pelayanan prima (Service Excellent) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat (Maddy, 2009; 8). 
Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa pelayanan prima adalah kepedulian terhadap pelanggan. Jadi pelayanan prima pada dasarnya adalah rasa keperdulian organisasi yang berorientasi keuntungan (profit oriented) atau organisasi yang berorientasi sosial (nonprofit) terhadap pelanggan yang ditunjukkan dengan adanya sikap, perhatian, dan tindakan nyata, sehingga pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan prima yang diberikan (Pratomo & Shaff, 2000; 107).
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Konsep Pelayanan Prima (Service Excellence) Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan prima tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Konsep pelayanan prima berdasarkan A6 (Barata, 2003; 31), yaitu mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan konsep-konsep Sikap (Attitude), Perhatian (Attention), Tindakan (Action), Kemampuan (Ability), Penampilan (Appearance), dan Tanggung jawab (Accountability).
a. Sikap (Attitude) 
Sikap (Attitude) adalah perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan, yang meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berpikir posotif, sehat dan logis, dan bersikap menghargai.
b. Perhatian (Attention) 
Perhatian (Attention) adalah kepedulian penuh kepada pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya, yang meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati dan menghargai perilaku para pelanggan, dan mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan.
c. Tindakan (Action) 
Tindakan (Action) adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan, yang meliputi mencatat setiap pesanan para pelanggan, mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan para pelanggan, mewujudkan kebutuhan para pelanggan, dan menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali. 
d. Kemampuan (Ability) 
Kemampuan (Ability) adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima, yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan mengembangkan public relation sebagai instrument dalam membina hubungan kedalam dan keluar organisasi atau perusahaan.
e. Penampilan (Appearance) 
Penampilan (Appearance) adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik saja maupun fisik atau non fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain. 
f. Tanggung jawab (Accountability) 
Tanggung jawab (Accountability) adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud keperdulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan.
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Indikator pelayanan prima penerapannya mengacu pada sendi - sendi pelayanan menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 81/1995, antara lain adalah: 
1. Kesederhanaan dalam arti bahwa prosedur /tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit – belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 
2. Kejelasan dan kepastian  dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai adanya prosedur/tata cara persyaratan baik teknis maupun administrasi. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan  bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan umum,  rincian biaya/ tarif  pelayanan umum dan tata cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaiannya pelayanan umum, hak dan kewajiban baik dari pemberi dan maupun penerima pelayanan umumu berdasarkan bukti –bukti penerima. 
3. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum, dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum. 
4. Keterbukaan, dalam arti bahwa  prosedur / tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab memberikan pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan lain lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat baik diminta maupun tidak diminta. 
5. Efisiensi, dalam arti persyaratan  umum hanya dibatasi pada hal – hal yang berkaitan langsung  dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan.  dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan dalam hal proses pelayanannyamempersyaratkan dari kesatuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.  
6. Ekonomis, dalam arti pengenaan  biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut biaya yang tinggi di luar kewajiban, kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum, dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
7. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.
8. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselenggarakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
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Proses dan tahapan pelayanan prima (Judiari, 2010; 106):
a. Pancarkan segenap sikap positif kepada orang lain/pelanggan.
Langkah: identifikasi kebutuhan dasar manusia (pengertian), membaca kebutuhan pelanggan (perhatian), pengaturan waktu pelayanan (tepat waktu), situasi dan kondisi, kepekaan dan empati (mendengarkan).
b. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan.
Langkah: identifikasi kebutuhan dasar manusia (pengertian), membaca kebutuhan pelanggan (perhatian), pengaturan waktu pelayanan (tepat waktu), situasi dan kondisi, kepekaan dan empati (mendengarkan).
c. Aplikasi diri pengidentifikasian kebutuhan pelanggan. 
Langkah: ambil inisiatif untuk memperluas tanggung jawab, berkomunikasi dengan jelas/asertif, pengertian, pelanggan disambut dengan baik, membantu mereka merasa penting, memberikan lingkungan yang menyenangkan.
d. Ada pengakuan kepuasan dari pelanggan yang anda layani.
Langkah: tuntaskan semua kebutuhan pelanggan, ambil langkah ekstra bagi pelayanan, beri sikap yang menjadikan pelanggan berada di pihak anda.
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Menurut (Daryanto dan Ismanto Setyabudi, 2014:59) unsur-unsur pelayanan prima terdiri dari:
1. Penampilan. 
Personal dan fisik sebagaimana layanan front office memerlukan persyaratan seperti; wajah harus menawan, badan harus tegap atau tidak cacat, tutur bahasa  menarik, familiar dalam perilaku, penampilan penuh percaya diri dan busana harus menarik.
2. Tepat waktu dan janji.
Secara utuh dan prima petugas pelayanan dalam menyampaikan perlu diperhitungkan janji yang disampaikan kepada pelanggan bukan sebaliknya selalu ingkar janji.
3. Kesediaan melayani.
Sebagaimana fungsi dan wewenang harus melayani kepada para pelanggan. konsekuensi logis petugas harus benar-benar bersedia melayani kepada para pelanggan.
4. Pengetahuan dan keahlian.
Sebagai syarat untuk melayani dengan baik. petugas harus mempunyai pengetahuan dan keahlian. 
5. Kesopanan dan ramah
Masyarakat pengguna jasa pelayanan itu sendiri dan lapisan masyarakat baik tingkat status ekonomi dan sosial rendah maupun tinggi terdapat perbedaan karakter maka petugas pelayanan masyarakat dituntut adanya  keramah tamahan yang standar dalam melayani, sabar, tidak egois dan santun dalam bertutur kepada pelanggan
6. Kejujuran dan kepercayaan.
Pelayanan ini oleh pengguna jasa dapat digunakan sebagai aspek, maka dalam penyelenggaraannya harus transparan dari aspek kejujuran. Jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam bentuk pembiayaan dan jujur dalam penyelesaian waktunya. Dari segi kejujuran ini petugas pelayanan tersebut dapat dikatagorikan sebagai pelayanan yang dapat dipercaya dari segi sikapnya, dari tutur katanya, menyelesaikan akhir pelayanan sehingga otomatis pelanggan merasa puas.
7. Kepastian hukum.
Secara sadar bahwa hasil pelayanan terhadap masyarakat yan berupa surat keputusan, harus mempunyai surat legitimasi atau berupa kepastian hukum. Bila setiap hasil yang tidak mempunyai kepastian hukum jelas akan mempengaruhi sikap masyarakat, misalnya pengurusan KTP, KK dan lain-lain bila ditemukan cacat hukum akan mempengaruhi kredibilitas instansi yang mengeluarkan surat legitimasi tersebut.

8. Keterbukaan.
Secara pasti bahwa setiap urusan atau kegiatan yang memerlukan izin maka ketentuan keterbukaan perlu ditegakkan.  Keterbukaan itu akan mempengaruhi unsur-unsur kesederhanaan  dan kejelasan informasi kepada masyarakat.
9. Efisiensi.
Dari setiap pelayanan dari berbagai urusan, tuntutan masyarakat adalah efisiensi dan efektifitas dari berbagai aspek sumber daya sehingga menghasilkan biaya yang murah, waktu yang singkat dan tepat serta hasil kualitas yang tinggi.
10. Biaya.
Pemantapan pengurusan dalam pelayanan diperlukan kewajaran dalam penentuan pembiayaan, pembiayaan harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat dan pengeluaran biaya harus transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
11. Tidak Rasial.
Pengurusan pelayanan dilarang membeda-bedakan kesukaan, agama, aliran dan politik dengan demikian segala urusan harus memenuhi jangkauan luas dan merata.
12. Kesederhanaan.
Prosedur dan tata cara pelayanan kepada masyarakat untuk diperhatikan kemudahan, tidak berbelit-belit dalam pelaksanaan.
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Pelayanan yang prima sangat dibutuhkan bagi seorang pelanggan dalam pelaksanaan pelayanan. Pemberi layanan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan. Memuaskan pelanggan dapat dengan cara memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta dapat menghormati pelanggan selama pelayanan berlangsung.
Tujuan pelayanan prima menurut Sutopo & Adi Suryanto (2009: 10) yaitu "memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan". Memuaskan pelanggan harus dilakukan dengan mengetahui harapan pelanggan terlebih dahulu karena tanpa mengetahui harapan pelanggan perusahaan tidak akan dapat memuaskan pelanggan dengan optimal. Setelah mengetahui harapan dan keinginan pelanggan perusahaan akan dapat melayaninya dengan baik.
Pelaksanaan pelayanan prima bukanlah hal yang mudah terutama adanya tuntutan pelanggan yang saat ini semakin tinggi. Namun demikian, tidak ada salahnya jika perusahaan berusaha untuk memuaskan pelanggan demi terciptanya pelayanan yang prima. Menurut Nina Rahmayanty (2013: 8) tujuan pelayanan prima meliputi:
1. Merencanakan pembelotan dan membangun kesetiaan pelanggan atau customer loyality.
2. Dapat memberikan rasa puas dan kepercayaan pada konsumennya.
3. Tetap menjaga dan merawat (maintenance) agar pelanggan merasa diperhatikan dan dipentingkan segala kebutuhannya atau keinginannya.
4. Upaya mempertahankan pelanggan agar tetap loyal untuk menggunakan produk barang atau jasa yang ditawarkan tersebut.
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Menurut Barata (2003:27) pelayanan prima kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasaannya, agar mereka selalu loyal kepada organisasi/perusahaan. 
Mengacu pada fenomena yang terjadi di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon bahwasanya masih belum optimal nya dalam memberikan pelayanan prima air bersih. Upaya memecahkan masalah tersebut di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon. Maka peneliti menggunakan teori dari Barata (2003:31) yang memiliki 6 Konsep Pelayanan Prima : 
1. Sikap (Attitude)
Adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan



2. Perhatian (Attention)
Adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritikannya.
3. Tindakan (Action)
Adalalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan
4. Kemampuan (Ability) 
Pengetahuan atau keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang layanan prima.
5. Penampilan (Appearance),
Adalah penampilan seseorang, baik yang bersifat saja maupun non – fisik yang mampu mereflesikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain. 
6. Tanggung jawab (Accountability).
Adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan kerugian pelanggan
Dalam menggunakan teori Barata (2003:31) yang memuat beberapa konsep pelayanan prima diharapkan dapat menghasilkan upaya atau strategi yang lebih tepat dalam memecahkan permasalahan pelayanan prima sehingga akan memberikan kepuasaan kepada pelanggan. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat kerangka berfikir pemikiran Pelayanan Prima Air Bersih di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon
INPUT
Pelayanan Prima Air Bersih 
Di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon 
PROSES
Menurut (Barata, 2003; 31), Konsep pelayanan prima sebagai berikut :
1. Sikap (Attitude) 
2. Perhatian (Attention) 
3. Tindakan (Action) 
4. Kemampuan (Ability) 
5. Penampilan (Appearance)
6. Tanggung jawab (Accountability) 

OUTPUT
Pelayanan Prima air bersih di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon  belum optimal
OUTPUT
Pelayanan Prima air bersih di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon optimal  
OUT COME
Kepuasan Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon  
Upaya meningkatkan Pelayanan Prima air bersih di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon  




F
E
E
D
B
A
C
K







Gambar 2.1
Alur Kerangka Pemikiran
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